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Pendahuluan
Indonesia adalah negara agraris dengan banyak tanah yang 
belum bersertifikat. Dalam sengketa tanah, dokumen IPEDA dan 
Letter C sering digunakan sebagai alat bukti administratif. IPEDA 
merupakan bukti pembayaran pajak, sedangkan Letter C adalah 
catatan penguasaan tanah di tingkat desa. Meskipun bukan 
bagian dari sistem pendaftaran tanah nasional, kedua dokumen 
ini sering dijadikan dasar pembuktian kepemilikan dalam perkara 
pertanahan.
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Tujuan dan Manfaat Penelitian
TUJUAN :
Menganalisis pembuktian hukum IPEDA dan Letter C dalam 

sengketa tanah.

MANFAAT :
Memberikan pemahaman yuridis tentang penggunaan IPEDA 

dan Letter C.

Menjadi acuan bagi masyarakat, praktisi hukum, dan pembuat 
kebijakan.
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GAP & Novelty
Kondisi penelitian saat ini terkait IPEDA dan Letter C ditemukan beberapa penelitian yang relevan, diantaranya menurut 
Resa Mahendra, Kairuddin Karim, dan Muh. Akbar Fhad Syahril dengan judul "Kajian Yuridis Terhadap Penguasaan 
Tanah Secara Melawan Hukum " (2023). Menurut Kholismu Farida (Universitas Islam Malang) dengan judul "Kekuatan 
Hukum Petok D sebagai Alat Bukti Hak Milik Berdasarkan PP Nomor 24/1997". Menurut Sri Karyani dan Khotibul Umam 
dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris Pembeli Tanah dengan Alas Hak Letter C" (2024). Menurut 
Muhammad Iqbaal dengan judul "Kekuatan Hukum Letter C sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Berdasarkan PP 
Nomor 24 Tahun 1997" (2020). Menurut Irsyadilla Hafizh Heru Sadjarwo dengan judul "Keabsahan Bukti Lama Berupa 
Letter C Desa dalam Kepemilikan Hak atas Tanah" (2020).

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan membandingkan kekuatan hukum IPEDA dan Letter C sebagai bukti 
kepemilikan tanah, mengisi kesenjangan dalam penelitian - penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada salah 
satu dokumen. IPEDA, meskipun merupakan instrumen pajak daerah, dapat berpotensi digunakan dalam pembuktian, 
sementara Letter C dianggap lebih kuat karena mencerminkan riwayat penguasaan tanah, meskipun bukan sertifikat 
resmi dari BPN. Penelitian ini mengevaluasi kekuatan hukum keduanya di pengadilan, dengan harapan memberikan 
panduan bagi masyarakat dan pihak berwenang dalam menyelesaikan sengketa tanah secara adil.



5

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)
1. Bagaimana konsep IPEDA dan Letter C dalam perspektif hukum 

pajak dan hukum pertanahan?

2. Bagaimana pembuktian IPEDA dan Letter C sebagai alat bukti 
kepemilikan tanah dalam sengketa pertanahan?
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Metode
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena bertujuan 
menganalisis norma hukum yang berlaku terkait pembuktian kepemilikan 
tanah. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi 
yang relevan, pendekatan historis untuk menelusuri asal-usul IPEDA dan Letter 
C, serta pendekatan kasus untuk melihat penerapan hukum dalam putusan PN 
Sidoarjo No. 729/Pid.B/2021/PN.Sda. Data yang digunakan berupa bahan 
hukum primer dan sekunder, dianalisis secara deduktif melalui studi literatur. 
Metode ini dipilih agar penelitian bersifat komprehensif baik secara normatif 
maupun praktis.
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Hasil
Konsep IPEDA dan Letter C dalam perspektif hukum pajak dan hukum pertanahan

Dalam hukum pajak, dokumen seperti IPEDA dan PBB berfungsi untuk mengidentifikasi subjek dan objek pajak tanah, 
sekaligus menjadi bukti administratif adanya hubungan ekonomi atas tanah. Sementara dalam hukum pertanahan, 
dokumen seperti Letter C, girik, dan sertifikat digunakan untuk menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah serta 
memberikan dasar yuridis dan historis penguasaan tanah. Kedua aspek ini bersinergi karena data pajak sering 
dijadikan bukti penguasaan tanah yang diakui dalam proses pendaftaran tanah pertama kali sebagaimana diatur 
dalam PP No. 24 Tahun 1997.

Aspek Hukum Pajak Hukum Pertanahan

Fungsi Mengidentifikasi Subjek dan Objek 
Pajak Tanah (IPEDA - PBB)

Menjamin Kepastian Hukum atas Hak 
atas Tanah

Dokumen IPEDA, PBB Letter C, Girik, Sertifkat

Kontribusi Terhadap Pendaftaran 
Tanah

Memberikan Bukti Administratif  
Hubungan Ekonomi atas Tanah

Memberikan Dasar Yuridis dan Historis 
Penguasaan Tanah

Sinergi Data Pajak Digunakan sebagai Bukti 
Penguasaan

Diakui dalam Pendaftaran Tanah 
Pertama Kali oleh PP 24/1997
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Hasil
Sejarah Perkembangan Dokumen IPEDA dan Letter C dari Masa Kolonial Belanda hingga Saat Ini

Pada masa kolonial, Letter C digunakan sebagai pencatatan tanah di desa, sementara IPEDA belum ada. Setelah 
kemerdekaan, Letter C tetap digunakan oleh pemerintah desa, namun IPEDA belum diberlakukan. Pada masa Orde Lama 
hingga awal Orde Baru, Letter C masih digunakan, dan IPEDA mulai diberlakukan secara nasional. Di era Orde Baru hingga 
Reformasi, Letter C tetap dipakai untuk tanah belum bersertifikat, sementara IPEDA digantikan oleh PBB, tetapi masih diakui 
sebagai bukti. Saat ini, Letter C dan IPEDA tetap digunakan sebagai bukti historis dalam pembuktian penguasaan tanah.

Periode Letter C IPEDA

Kolonial Belanda Digunakan sebagai dokumen Pencatatan 
Tanah di Desa ( dalam Landregister)

Belum Ada

Awal Kemerdekaan (1945 - 1965) Diteruskan dan Digunakan oleh Pemerintah 
Desa untuk Administrasi Pertanahan

Belum Diberlakukan

Orde Lama dan Awal Orde Baru (1965 - 1985) Masih Digunakan sebagai Dasar Administratif  
Desa

IPEDA mulai Diberlakukan Secara Nasional

Orde Baru hingga Reformasi (1986 - 1999 ) Masih Dipakai untuk Tanah - Tanah Belum 
Bersertifikat

Digantikan oleh PBB, namun Bukti IPEDA Tetap 
Diakui

Era Reformasi sampai Sekarang Tetap Digunakan dalam Pembuktian 
Penguasaan Tanah

IPEDA Menjadi Arsip Penting untuk Bukti Historis
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Hasil
Sejarah Perkembangan Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia dari Masa Kolonial Belanda 
Hingga Saat Ini

Pada masa kolonial, Letter C berfungsi sebagai pencatatan lokal dan bukti penguasaan informal. Antara 
tahun 1960–1985, Letter C dan IPEDA digunakan dalam administrasi pajak dan pertanahan sebagai bukti 
pembayaran dan penguasaan. Sejak 1997, data pertanahan dikelola secara nasional oleh BPN, dan Letter C 
serta IPEDA diakui sebagai alat bukti administratif untuk pendaftaran pertama. Mulai 2021, dengan digitalisasi 
melalui sertifikat elektronik, data lama seperti Letter C dan IPEDA dikonversi dan diintegrasikan ke dalam sistem 
digital BPN untuk validasi data.

Periode Sumber Data Fungsi Peran Letter C dan IPEDA

Kolonial Letter C Pencatatan Lokal Alat Bukti Penguasaan 
Informal

1960 - 1985 Letter C dan IPEDA Administrasi Pajak dan 
Pertanahan

Bukti Pembayaran dan 
Penguasaan

1997 - Sekarang Data BPN Nasional Buku Yuridis dan Historis Alat Bukti Administratif untuk 
Pendaftaran Pertama

Digitalisasi (2021) Sertifikat Elektronik Validasi dan Integrasi Data Konversi Data Lama ke 
Sistem Digital BPN
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Pembahasan
Praktik pembuktian penggunaan IPEDA dan Letter C umumnya 
dilakukan dalam sengketa tanah yang belum bersertifikat. Dokumen ini 
diperkuat dengan bukti tambahan seperti keterangan saksi, 
penguasaan fisik, dan pengakuan dari masyarakat sekitar. Dalam 
beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan PN Sidoarjo No. 
729/Pid.B/2021/PN.Sda dan Putusan MA No. 2341 K/Pdt/2009, IPEDA dan 
Letter C diakui sebagai alat bukti administratif. Meski bukan bukti 
konklusif, keduanya dapat dijadikan bukti permulaan yang sah. Namun, 
keabsahan keduanya tetap memerlukan dukungan bukti lain, seperti 
peta tanah atau pernyataan kepala desa. Secara fungsi, IPEDA dan 
Letter C berperan penting dalam menjembatani antara penguasaan 
tanah secara tradisional dan sistem hukum pertanahan modern.
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Temuan Penting Penelitian
• IPEDA dan Letter C diakui sebagai bukti administratif dalam pembuktian 

hak atas tanah, meski bukan bukti konklusif seperti sertifikat.

• Pengadilan menerima keduanya sebagai bukti permulaan, terutama jika 
didukung saksi dan penguasaan fisik.

• IPEDA mencerminkan hubungan fiskal, sedangkan Letter C mencatat 
penguasaan tanah secara historis di tingkat desa.

• Keduanya masih relevan dan diakui dalam sistem pertanahan digital, 
terutama untuk pendaftaran tanah pertama kali (PP No. 24 Tahun 1997).

• Ditemukan kekosongan regulasi teknis, sehingga diperlukan kebijakan yang 
memperjelas kekuatan hukum kedua dokumen.
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KESIMPULAN
IPEDA dan Letter C merupakan dokumen administratif yang lahir dari 

sistem perpajakan, bukan produk langsung dari proses pendaftaran tanah 
nasional. Namun, keduanya memiliki nilai pembuktian yang penting dalam 
sistem hukum pertanahan Indonesia. Letter C mencatat penguasaan 
tanah oleh masyarakat di tingkat desa, sedangkan IPEDA menjadi bukti 
hubungan fiskal atas pemanfaatan tanah. Meski bukan sertifikat hak, 
kedua dokumen ini diakui secara hukum sebagai alat bukti dalam 
pendaftaran tanah pertama kali dan penyelesaian sengketa, selama 
menunjukkan penguasaan tanah yang sah, terus-menerus, dan tidak 
disengketakan. Dengan demikian, IPEDA dan Letter C berperan sebagai 
jembatan administratif antara penguasaan tanah secara tradisional dan 
sistem pertanahan modern berbasis hukum formal.
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